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INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengakuan terhadap
fungsionaris lembaga adat sebagai mediator dalam alternatif penyelesaian sengketa
pertanahan antar warga masyarakat di Kabupaten Ngada, dan untuk mengkaji konsep
ius constituendum untuk penguatan fungsionaris lembaga adat sebagai mediator
dalam alternatif penyelesaian sengketa pertanahan antar warga masyarakat.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pendekatan politik hukum. Metode pengumpulan data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan dan
wawancara. Metode yang digunakan untuk menganalisis data sekunder berupa bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder, adalah metode kualitatif melalui
penafsiran dan evaluasi dengan menggunakan teori sistem hukum, teori tujuan
hukum, dan teori hak asasi manusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Ngada, pengakuan terhadap
fungsionaris lembaga adat sebagai mediator dalam alternatif penyelesaian sengketa
pertanahan antar warga masyarakat, berbeda-beda dengan alasan yang berbeda pula.
Pada masyarakat hukum adat, sejak jaman dahulu sampai dengan sekarang, masih
mengakui fungsionaris lembaga adat sebagai mediator sengketa pertanahan antar
warga masyarakat, dengan alasan bahwa penyelesaian sengketa oleh fungsionaris
lembaga adat yang dilakukan melalui musyawarah dengan cara mediasi,
mengedepankan semangat kekeluargaan yang mendamaikan para pihak. Kantor
Pertanahan Kabupaten Ngada, belum mengakui fungsionaris lembaga adat sebagai
mediator dalam alternatif penyelesaian sengketa pertanahan antar warga masyarakat,
dengan alasan bahwa eksistensi lembaga adat beserta fungsionarisnya belum
diformalkan/dilegalkan. Pengadilan Negeri Bajawa, belum mengakui fungsionaris
lembaga adat sebagai mediator dalam alternatif penyelesaian sengketa pertanahan
antar warga masyarakat, dengan alasan bahwa fungsionaris lembaga adat belum
memiliki sertifikat mediator.

Konsep ius constituendum untuk penguatan fungsionaris lembaga adat sebagai
mediator dalam alternatif penyelesaian sengketa pertanahan antar warga masyarakat,
yakni perlu melakukan pembaharuan substansi hukum melalui pembentukan Undang-
Undang, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten, penetapan Peraturan Mahkamah
Agung, dan penetapan Peraturan Badan Pertanahan Nasional.

Kata-kata kunci : Pengakuan, Fungsionaris Lembaga Adat Sebagai Mediator
Sengketa Pertanahan, Konsep Ius Constituendum.
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ABSTRACT

This study aims to identify and investigate acknowledgement on customary
institution functionary as a mediator in alternative solution of land dispute between
community members in Ngada Regency, and to investigate ius constituendum
concept to strengthen customary institution functionary as a mediator in alternative
solution of land dispute between community members. This study is a normative law
study. The approach used in this study is law political approach. Data collecting
method is through literature study and interview. Method used to analyze secondary
data in the form of primary and secondary material law is qualitative method through
interpretation and evaluation with law system theory, law objective theory, and
human rights theory.

The result shows that in Ngada Regency, acknowledgement on customary
institution functionary as a mediator in alternative solution of land dispute between
community members is different with different reasons as well. On customary law
communities, since long time ago until now, they still acknowledge on customary
institution functionary as a mediator in alternative solution of land dispute between
community members, with the reason that dispute resolving by customary institution
functionary is done by discussing with mediation way, setting out family spirit that
offers peace to all sides. Land office of Ngada Regency, haven't acknowledged on
customary institution functionary as a mediator in alternative solution of land dispute
between community members yet, with the reason that the existence of customary
institution with its functionary hasn't legalized/formalized yet. Bajawa District Court,
haven't acknowledged on customary institution functionary as a mediator in
alternative solution of land dispute between community members, with the reason
that on customary institution functionary hasn't owned a mediator certificate.

Ius constituendum concept to strengthen the customary institution functionary as
a mediator in alternative solution of land dispute between community members, that
is, there is a need to do an updating on law substance through the forming of the Law,
formation of District Regional Regulation, establishment of Supreme Court
Regulation, and the establishment of National Land Agency Regulation.

Key words: Acknowledgement, Customary Institution Functionary as a Mediator of
Land Dispute, Ius Constituendum Concept.
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MOTO

Peradaban akan berhenti

ketika pembaca terakhir

telah berhenti membaca

(Justice Oliver Wendell Holmes)
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